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Ringkasan Eksekutif
Pada bulan Desember 2019, cakupan kepesertaan UHC Provinsi Riau menempati peringkat ke-30 dari 34 Provinsi. Pasal-
nya, pelaksanaan program JKN pada aspek kepesertaan mengalami hambatan di Provinsi Riau, seperti ketidakakuratan 
data, kepemilikan kartu ganda, dan belum didistribusikannya secara merata kartu JKN-KIS pada penduduk miskin. Selain 
itu, biaya pelayanan yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan lebih besar daripada penerimaan atau iuran yang dikumpul-
kan. Namun, sayangnya pemerintah Provinsi Riau belum menggunakan data JKN dalam perencanaan dan pengangga-
raan program kesehatan di wilayahnya. Policy brief ini bertujuan mendorong adanya perumusan definisi operasional 
data-data penting apa saja yang perlu tersedia, dan dapat diakses oleh pemerintah maupun publik untuk memonitoring 
keberlangsungan program JKN dalam Perpres No. 25/2020. Hal ini mendorong budaya kebijakan berbasis bukti dan 
data, guna meminimalisir munculnya dampak yang tidak direncanakan.

Hasil Temuan
BPJS Kesehatan berhasil mengikutsertakan 241 juta penduduk Indonesia dalam program JKN (DJSN, 2020). Namun, 
Pelaksanaan program JKN pada aspek kepesertaan mengalami persoalan di Provinsi Riau, seperti ketidakakuratan data, 
kepemilikan kartu ganda, dan belum didistribusikannya secara merata kartu JKN-KIS pada penduduk miskin di Provinsi 
Riau. Transparansi BPJS Kesehatan yang rendah terhadap data kepesertaan dan data pelayanan kesehatan seperti kepe-
sertaan, klaim, kunjungan dan data penyakit menyebabkan partisipasi pemerintah Provinsi Riau dalam mengefisiensi-
kan biaya klaim belum optimal, dan pemerintah daerah belum menggunakan data JKN dalam perencanaan dan 
penganggaraan program kesehatan di wilayahnya. Situasi ketidakterbukaan data ini menyulitkan tidak hanya pemerin-
tah daerah tetapi publik untuk melakukan pemonitoran dan evaluasi program JKN (PKMK FK-KMK UGM, 2020).

Dokumen kebijakan menyatakan bahwa permasalahan kesehatan yang ada Provinsi Riau adalah (1) rendahnya aksesibil-
itas pelayanan kesehatan yang berkualitas terutama bagi kelompok penduduk miskin; 2) sistem kesehatan belum 
responsi terhadap kebutuhan masyarakat yang tercermin dari belum meratanya sebara dokter dimana Kabupaten 
Indragiri Hilir hanya memiliki 10 dokter untuk 100.000 penduduk yang jauh di bawah standar nasional; 3) angka kema-
tian ibu dan bayi masih relative tinggi; 4) jumlah saranan dan prasarana pelayanan kesehatan belum sesuai dengan 
kebutuhan penduduk di kabupaten/kota; 5) optimalisasi sistem palayanan kesehatan yang berorientasi promotive dan 
preventif masih rendah (RPJMD Provinsi Riau, 2014-2019).

Dinas Kesehatan Provinsi Riau mengungkapkan bahwa biaya pelayanan yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan lebih 
besar daripada penerimaan atau iuran yang dikumpulkan di wilayah ini. Di sisi lain, pertumbuhan rumah sakit di Provinsi 
Riau terus bertambah jumlahnya. Anggaran kesehatan sebesar 80% di Provinsi Riau digunakan untuk membayar iuran 
JKN. Tetapi, dalam pelaporan data baik pelayanan di tingkat primer (Klinik/Puskesmas) ataupun rumah sakit masih sulit 
di dapat, sebagaimana diungkapkan informan sebagai berikut (PKMK FK-KMK UGM, 2020)
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“…Ya jadi total dana se-Riau ini 900milyar yang dikeluarkan oleh BPJS, dan kita keluar dana daerah sekitar 400milyar. 
Mungkin BPJS kalo saya amati tidak teliti melihat dimana penggunaan dana yang paling besar, jadi coba penelitian nya 
itu dilihat SOP nya rumah sakit, msalnya pasien sakit kepala, terus masuk ruma sakit dan di infus periksa ini itu nah itu 
bagaimana evaluasi BPJS tentang itu gak ada, BPJS gak mau masuk ke ranah itu sedangkan uang nya 80% habis dirumah 
sakit dan mesti nya penelitian-penelitian itu mengarah kesana. Sebetulnya saya lebih tertarik disini karna bisa mem-
bongkar yang terus berputar yang membuat bangkrut negara ini. Coba lah dipikir ya di pekanbaru terkahir ada 30rumah 
sakit, terus sekarang sudah 32 dan mau bertambah 4 lagi artinya apa coba pikir…” (Dinas Kesehatan Provinsi Riau).

Akses data penyelenggaraan program JKN baru dilakukan digitalisasi sejak 2020 (dashboard). Hal ini merupakan sebuah 
nilai positif bagi BPJS Kesehatan dalam merespon kebutuhan publik, dan kebijakan berbasis bukti pada program JKN. 
Namun, belum cukup sampai digitalisasi data, Pemerintah, Pemerintah Daerah & BPJS Kesehatan perlu memicu daya 
analitis dan literasi data dalam tubuhnya organisasinya dan masyarakat.

Tabel di atas menunjukkan presentase utilisasi (pemanfaatan) pelayanan JKN di Provinsi Riau berdasarkan segmentasi 
kepesertaan. Dimana segmen peserta yang banyak menggunakan pelayanan JKN yaitu PPU (Peserta Penerima Upah), 
dan PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah: mandiri, masyarakat mampu, atau informal). Sedangkan, segmen peserta 
yang tingkat utilisasi JKN nya rendah yakni PBI APBD (Penerima Bantuan Iuran: masyarakat miskin atau tidak mampu).

Tabel ini dikelola menggunakan data sampel BPJS Kesehatan tahun 2015-2016 yang rilis pada Februari 2019. Persoalann-
ya, belum semua pegawai pemerintah daerah mampu mengelola data & menyisir untuk dijadikan sebagai dasar pem-
bentukan kebijakan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat daerahnya. Imbasnya, data-data yang memiliki 
urgensi ini dibiarkan adanya.

Implikasi Kebijakan  
Menurut Boerma, memang ada kesenjangan ketersediaan dan kualitas data dalam monitoring program UHC (Universal 
Health Coverage) (Boerma, T. 2014). Kebanyakan negara hampir tidak memiliki framework untuk memonitoring UHC 
(JKN). Tidak adanya proyeksi pemantau penyelenggaraan UHC menyebabkan risiko penduduk miskin dapat tertinggal 
(Gwatkin DR, Ergo A., 2011). Ketidaktransparan data JKN, dan belum jelasnya framework pemantauan program JKN 
diprediksi:  

“Menyulitkan untuk melakukan evaluasi, dan kebijakan yang dibentuk terkait program JKN 
baik pusat maupun daerah dikuatirkan tidak menggunakan data yang komprehensif. Seh-
ingga, kebijakan baru tersebut memunculkan implikasi di luar yang direncanakan. “
Berdasarkan UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, dan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengendalian 
sistem kesehatan secara kelembagaan berada di Kementerian Kesehatan yang terdesentralisasi ke Dinas Kesehatan 
Provinsi/kabupaten/kota. Sedangkan, dalam kebijakan pengendalian ini mengalami perubahan besar dengan adanya 
BPJS Kesehatan, dimana program JKN membawa perubahan besar dalam sistem pembiayaan kesehatan, dan mempen-
garuhi sistem kesehatan lainnya. Tetapi, sayangnya UU Kesehatan, UU Pemerintahan Daerah, dan UU BPJS dinilai tidak 
harmonis satu sama lain (Trisnantoro, 2019). Situasi ini menyebabkan perencanaan dan penganggaran kebijakan kese-
hatan terfragmentasi.
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Tabel 1. Persentase Total dana untuk pembayaran Klaim layanan Kesehatan Skema JKN di Provinsi Riau

Wilayah Peserta 
Bukan 
Pekerja 

PBI 
APBD 

PBI 
APBN 

PBPU PPU Total 

KAB. BENGKALIS 4,75% 0,05% 32,35% 21,74% 41,12% 100,00% 
KAB. INDRAGIRI HILIR 5,93% 6,51% 14,36% 33,13% 40,08% 100,00% 
KAB. INDRAGIRI HULU 4,00% 10,03% 3,69% 26,06% 56,21% 100,00% 
KAB. KAMPAR 5,49% 1,30% 9,47% 44,44% 39,30% 100,00% 
KAB. KEPULAUAN MERANTI 3,51% 7,12% 33,36% 34,70% 21,31% 100,00% 
KAB. KUANTAN SINGINGI 4,40% 14,38% 13,61% 33,14% 34,47% 100,00% 
KAB. PELALAWAN 0,50% 1,30% 6,15% 29,97% 62,09% 100,00% 
KAB. ROKAN HILIR 0,66% 0,00% 16,76% 54,61% 27,97% 100,00% 
KAB. ROKAN HULU 1,89% 1,14% 12,18% 42,55% 42,25% 100,00% 
KAB. SIAK 5,99% 0,16% 6,27% 28,04% 59,55% 100,00% 
KOTA DUMAI 0,60% 11,44% 6,29% 35,05% 46,63% 100,00% 
KOTA PEKANBARU 14,58% 2,22% 5,33% 40,26% 37,60% 100,00% 
Grand Total 6,18% 3,86% 10,53% 37,51% 41,93% 100,00% 

 Sumber: Data Sampel BPJS Kesehatan 2016 diolah dalam DaSK
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Selain itu, BPS, Dukcapil, BPJS Kesehatan dan lembaga lainnya sampai kini memiliki data kemiskinan yang berbeda-beda. 
Situasi ini tidak hanya menghambat pemenuhan jaminan kesehatan khususnya bagi penduduk miskin, tetapi penyaluran 
bantuan sosial selama pandemi Covid-19. Dalam referensi ditekankan: perlu penerapan one gate data policy untuk data 
kepesertaan JKN, agar mampu meningkatkan validitas dan kualitas data peserta (Oldistra & Viciawati, 2020).

Rekomendasi
Berdasarkan hal di atas berikut rekomendasi yang coba ditawarkan:
 Untuk mempersempit gap data penyelenggaraan program JKN masa mendatang Perpres No. 25/2020 tentang Tata 

Kelola penyelenggaraan BPJS perlu dirumuskan data-data penting apa saja yang perlu tersedia, dan dapat diakses 
oleh pemerintah maupun akademisi untuk memonitoring keberlangsungan program JKN.

 Revisi UU SJSN & UU BPJS untuk memberikan tanggung jawab program JKN kepada Pemerintah Daerah tidak hanya 
kepesertaan dan kepatuhan badan usaha mengiur, tetapi juga penanggulangan defisit di atas batas yang telah 
ditetapkan. Hal ini guna memicu peran Pemerintah Daerah dalam melakukan kendali mutu dan kendali biaya 
program JKN agar efisien & tepat sasaran.
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